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ABSTRAK 

Skripsi ini dilatar belakangi karena adanya perbedaan ratio decidendi hakim 

dalam memberikan putusan di PTUN terkait penjatuhan sanksi PTDH terhadap 

anggota polri yang diduga melakukan perselingkuhan degan istri rekan polri. 

Inkonsistensi putusan tersebut dipengaruhi oleh dominasi diskresi pejabat 

administrasi, perbedaan penilaian terhadap tingkat kesalahan pelanggaran disiplin, 

penerapan asas equality before the law yang masih bersifat formalistik, serta 

minimnya pengujian AUPB secara substantif.  

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan 

pendekatan kasus dengan menganalisis putusan PTUN terkait objek penelitian, 

pendekatan perundang-undangan untuk menelaah dasar hukum sengketa PTDH 

seperti Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan, Kekuasaan 

Kehakiman dan Peradilan Tata Usaha Negara, pendekatan konseptual untuk 

mengkaji prinsip-prinsip hukum seperti asas equality before the law dan ratio 

decidendi serta pendekatan komparatif untuk membandingkan disparitas putusan 

PTUN. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui 

studi kepustakaan dan analisis data menggunakan metode interpretasi gramatikal. 

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan asas equality before 

the law dalam sengketa PTDH di PTUN berlandaskan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 

28D ayat (1) UUD 1945 serta Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 yang 

menjamin persamaan kedudukan dan kepastian hukum. Asas ini diwujudkan atau 

diterapkan melalui pengujian KTUN dengan AUPB sebagai tolak ukur yang diatur 

dalam UU Nomor 30 Tahun 2014, yakni kepastian hukum dan kemanfaatan. 

Inkonsistensi penafsiran hakim dalam Putusan Nomor 

12/G/2021/PTUN.GTO dan Putusan Nomor 64/G/2023/PTUN.SMG 

menunjukkan belum terwujudnya asas equality before the law di lingkungan 

PTUN meskipun kedua perkara memiliki kesamaan substansial. Disparitas putusan 

ini bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta 

asas kepastian hukum dan kecermatan dalam AUPB UU Nomor 30 Tahun 2014. 

Sejalan dengan pemikiran H.L.A. Hart dan Mardjono Reksodiputro, kondisi ini 

menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi melanggar prinsip keadilan 

substantif.  

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan penerapan asas equality 

before the law dalam PTUN belum diterapkan secara konsisten. Hal tersebut 

tercermin dalam disparitas ratio decidendi terhadap perkara yang memiliki fakta 

dan dasar hukum yang sama, sehingga melanggar asas equality before the law. 

Peneliti menyarankan penerapan asas equality before the law secara konsisten 

melalui penyamaan pemahaman pengambil keputusan serta perumusan pedoman 

dan menetapkan tolak ukur yang objektif agar penegakan hukum berjalan adil dan 

seragam. 
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